BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam sub bab tinjauan pustaka akan diuraikan tentang pengertian pajak,
fungsi pajak, pengelompokan pajak, sistem pemungutan pajak, pajak daerah,
pengertian pajak reklame, objek pajak reklame, subjek pajak dan wajib pajak

reklame, dasar hukum pemungutan pajak reklame.

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R.
Santoso Brotodiharjo (1991: 2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib,
biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan
wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan,
harga beli barang dan sebagainya.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (2002) adalah iuran
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan

digunakan untuk membayar penegeluaran umum.
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2.1.1 Fungs Pajak
Fungsi pajak mempunyai dua fungsi:

1. Fungsi Budgetair
Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke
dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk
membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam
melaksanakan mekanisme pemerintah maupun pengeluaran untuk membiayai
pembangunan.

2. Fungsi Mengatur
Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada
pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga untuk memberikan
keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud
menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor
produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja
yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan
pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi

dalam masyarakat.

2.1.2 Pengelompokan Pajak
Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai
berikut:

1. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya, dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Langsung



17

Dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus
dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan
kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah
pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak Penghasilan.

. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya
dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian
administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi
peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya
terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya, dibedakan menjadi dua yaitu:

. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak
untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang
berhubungan erat dengan keadaan materialnya. Contoh: Pajak Penghasilan.

. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang melihat kepada objeknya baik itu berupa
benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwva yang
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari
subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan
tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia
ataupun tidak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah.
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3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungut, dibedakan menjadi dua

yaitu:

a. Pajak Pusat
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya di
lakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk
pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan,
Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Buni
dan Bangunan, dan Bea Meterai.

b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang
ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga di
daerahnya. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak
Dalam memungut pajak, sistem yang digunakan sebagai berikut:

a. SistemOfficial Assessment
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
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b. SistemSelf Assessment
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang
harus dibayar.

c. SistemWith Holding
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak.

2.2 Pajak Daerah

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2005) Pajak Daerah adalah iuran wajib
yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.
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Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan jenis-

jenis pajak daerah yang terbagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota

sebagai berikut:

1.

a.

Jenis pajak provinsi terdiri atas:
Pajak Kendaraan Bermotor

Merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor

. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian
dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli,
tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

. Pajak Air Permukaaan

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dimana air
permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak

termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

. Pajak Rokok

Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

. Pajak Hotel

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas

penyedia atas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
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dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, wisma,
pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya.

b. Pajak Restoran
Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas
penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup
juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa
katering.

c. Pajak Hiburan
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah
semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati
dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah
benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang
untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau
untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang
dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



22

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam
atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.

. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau

pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.

. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak
atas tanah atau bangunan. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwva hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas

tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
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2.3 Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak reklame
adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau
media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial,
dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan suatu barang, jasa atau
orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau
orang yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum

kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

2.3.1 Objek Pajak Reklame
Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame, yaitu meliputi:
a. Reklame papan/billboard
Reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang
sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding,
pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik yang bersinar maupun yang disinari.
b. Reklame megatron/videotron/large electronic display (LED)
Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau
iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah,
terprogram, dan difungsikan dengan listrik.
c. Reklame kain
Reklame yang diselenggarakan menggunakan kain, termasuk kertas, plastik,
karet, atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu.

d. Reklame melekat/stiker
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Reklame yang berbentuk lembaran yang lepas, diselenggarakan dengan cara
disebarkan, dipasang atau digantung pada suatu benda dengan ketentuan
luasnya tidak lebih dari 200cm2 per lembar.

. Reklame selebaran

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara
disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk
ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.

. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan

Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang
diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa
oleh orang.

. Reklame udara

Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser,
pesawat atau alat sejenis yang lain.

. Reklame suara

Reklame vyang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang

diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan lain.

i. Reklame film/slide

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau
film, atupun bahan sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan atau

dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada diruangan.

j. Reklame peragaan
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Reklame yang diselenggarakan dengan cara peragaan suatu barang dengan atau
tanpa disertai suara.
Selain itu objek pajak reklame yang dikecualikan adalah penyelenggaraan
reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian/mingguan/bulanan, dan
reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan dan

politik tanpa sponsor.

2.3.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
atau melakukan pemesanan reklame sedangkan wajib pajaknya adalah orang
pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Reklame diselenggarakan
langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk
kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan
tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga
(perusahaan jasa periklanan) maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak

reklame.

2.3.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame
Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini berdasar pada hukum
yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang
terkait. Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.
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b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.

e. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame
sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada

Kabupaten/Kota yang dimaksud.

2.4 Studi Terkait

Dini Nurmayasari (2010) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi
dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang” dengan
menggunakan alat analisis Model Regresi Linear Bergahtdtiple Linear
Regresson Method) dengan metode kuadrat terkecil a@ndinary Least Square
(OLS) dengan hasil yang paling doniman pengaruhnya terhadap variabel
penerimaan pajak reklame secara berturut-turut adalah variabel jumlah penduduk,
variabel jumlah industri dan yang terahkir adalah variabel PDRB Perkapita.
Variabel jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB Perkapita berpengaruh
yang signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak reklame di Kota
Semarang. Peranan dari penerimaan Pajak Reklame dari tahun ke tahun anggaran
1985-2008 selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Sutrisno (2002) dalam penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang
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Mempengaruhi Pajak Daerah Kabupaten Semarang”. Dengan menggunakan
analisis regresi. Variabel yang digunakan adalah inflasi, pendapatan
perkapita, jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah penduduk, jumlah industri,
jumlah kendaraan, jumlah pelanggan listrik, jumlah petugas pajak, sedangkan
yang mempengaruhi pajak reklame adalah laju inflasi, jumlah penduduk, jumlah
industri, dan petugas pajak. Namun setelah dianalisis inflasi tidak berpengaruh
signifikan dangan t-hitung, sedangkan jumlah penduduk, berpengaruh positif
sebesar 1 persen akan mendorong meningkatnya pajak reklame 23,5 persen.
Dengan asumsi faktor-faktor lain tidak berubah.

Donna Dwi Istianto (2011) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi
dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak
Reklame Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-20@&igan menggunakan
analisis Multiple LinierRegresson Method dengan hasil Hasil uji simultan
menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen (Jumlah Penduduk,
Jumlah Industri dan PDRB) secara bersama-sama dapat menunjukkan
pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Reklame.

Rahdina (2008) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kota Depok Pada Era
Otonomi Daerah, menunjukkan bahwa dalam periode anggaran 2002 hingga
2007, struktur penerimaan APBD di Kota Depok terus mengalami peningkatan
dan didominasi oleh dana perimbangan. Sedangkan PAD yang merefleksikan
kinerja pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah

yang potensial bagi proses pembangunan di Kota Depok, kontribusinya
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cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pajak dan retribusi daerah merupakan
komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar di Kota Depok. Adapun

penerimaan pajak daerah di Kota Bogor dipengaruhi oleh variabel tingkat

inflasi, jumlah rumah tangga serta jumlah pemasangan reklame. Sementara itu,
penerimaan retribusi daerah di Kota Depok dipengaruhi oleh variabel tingkat

inflasi, jumlah izin trayek, serta jumlah rumah tangga.

Lili Syafitri (2011) tentang Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak
Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. Teknik
analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan regresi linear sederhana.
Dari hasil model analisis regresi untuk komponen persamaan Pendapatan Asli
Daerah Kota Jambi menunjukkan pajak reklame memiliki peranan yang cukup
besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi jika dibandingkan dengan

komponen lain yang mendukung Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi.



